BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, telah
dipersepsikan dan disikapi secara variatif oleh beberapa Pemerintah Daerah di
Indonesia. Misalkan otonomi dipersepsikan sebagai momentum untuk memenuhi
keinginan-keinginan daerahnya sendiri tanpa memperhatikan konteks yang lebih luas
mengenai kepentingan negara secara keseluruhan dan kepentingan daerah lain yang
berdekatan. Akibatnya, muncul beberapa gejala negatif yang meresahkan, antara lain
berkembangnya sentimen primordial, konflik antar daerah, berkembangnya proses
KKN, konflik antar penduduk, eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, dan
munculnya sikap “ego daerah” yang berlebihan. Kabupaten atau kota cenderung
memproteksi seluruh potensinya secara ketat demi kepentingannya sendiri, dan
menutup diri terhadap kabupaten atau kota lain. Dampak negatif kegiatan ekonomi di
suatu daerah pada daerah lain, seperti externalities, juga tidak dihiraukan lagi.

Gejala negatif dari pelaksanaan otonomi daerah diatas menyebabkan permasalah
baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan berkenaan dengan batas
wilayah administrative. Salah satu yang bisa kita lihat adalah Otonomi Daerah
berdampak pada sulitnya melakukan kerjasama antar kota/daerah, hampir di semua
sektor. Permasalahan yang dapat kita amati di Jawa Tengah adalah permasalahan
sampah yang merupakan permasalahan krusial di wilayah kota yang hampir semuanya
merupakan pemukiman atau kawasan industri, perdagangan, perkantoran, ruang
publik, hampir tidak ada lagi tempat/lahan kosong sebagai pembuangan akhir sampabh,

sementara timbunan sampah perkotaan (lima kota) mencapai 8.883 ton/hari (2015)



dari timbunan sampah secara keseluruhan sebesar 14.156 ton/hari, produksi sampah
Jawa Tengah (35 kabupaten/kota) 16.628 meter kubik per hari dan dengan
keterbatasan kemampuan penanganan dari pemerintah hanya sekitar 11.108 meter
kubik yang dapat terangkut/ditangani (66,8 persen). Sementara kondisi pengelolaan
sampah di daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah juga belum memenuhi standart
pengelolaan seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundangan.  Seperti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sampah mengamanatkan Kabupaten/kota menyelenggarakan pengelolaan sampah
skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah yakni keharusan pemerintah daerah menerapkan system
sanitary landfill pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan menggunakan system
pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-
Undang tersebut. Berbagai masalah akan bermunculan berkenaan dengan kondisi
tidak tertanganinya sebagian sampah di perkotaan yang akhirnya akan dirasakan juga
oleh pemerintah daerah sekitarnya, maka jika daerah sekitar perkotaan tidak ada yang
peduli selesailah sebutan kota. Dengan demikian masalah-masalah tersebut diatas
patut mendapatkan perhatian serius karena cepat atau lambat akan mempengaruhi
disintegrasi bangsa, oleh karenanya harus selalu dimonitor dan dievaluasi. Dengan
kata lain, tingkat kohesi antara mereka harus selalu diperhatikan.

Secara sistemik Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah lain, maka dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
dapat dilaksanakan melalui kerjasama antar daerah, dimana pengaturan tentang
kerjasama antar daerah yang sebenarnya telah terwadahi di dalam Pasal 363 Undang-

Undang Nomor: 23Tahun 2014, yaitu bahwa :



(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan
kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan
efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah
dengan:

a. Daerah lain;

b. Pihak ketiga; dan/atau

c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Beberapa peraturan perundangan yang mengatur kerjasama antar daerah antara
lain: Peraturan pemerintah 50 tahun 2007 tentang Tata cara pelaksanaan kerjasama
antardaerah, Permendagri 69 tahun 2007 tentang kerjasama pembangunan perkotaan,
Permendagri no:22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Tata Cara
Pembinaan Dan Pengawasan Kerja Sama Antar daerah, Surat Edaran Nomor
120/1730/SJ tanggal 13 Juli 2005, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia
yang ditujukan kepada Seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia
menyebutkan mengenai kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

Sejak diberlakukannya Peraturan Perundangan yang mengatur Kerjasama Daerah,
saat ini pelaksanaan kerjasama daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga relative
telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan
di daerah. Semangat untuk menggalang kerja sama antar daerah, baik antar
kabupaten/kota maupun antar provinsi, merupakan bentuk kesadaran bahwa potensi
masing-masing daerah bila didayagunakan secara bersama-bersama akan memberikan

hasil yang lebih besar. Di sisi lain, penggalangan tersebut juga akan dapat mengatasi

persoalan yang dihadapi bersama secara lebih efektif.



Di Indonesia, berbagai forum kerjasama antar daerah juga telah banyak terbentuk
dengan arah dan tujuan mengatasi persoalan yang dihadapi bersama secara lebih
efektif. Di Provinsi Jawa Tengah misalnya, telah dihasilkan tiga kesepakatan
Kerjasama Antar Daerah (KAD) masing-masing: BKAD
SUBOSUKOWONOSRATEN(Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten
Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan
Kabupaten Klaten); BARLINGMASCAKEB (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten
Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen);
SAMPAN (Sapta Mitra Pantura yang dimaksudkan sebagai 7 Kabupaten/Kota di
Wilayah Pantura : Pemerintah kota Tegal, pemerintah kota Pekalongan, pemerintah
kabupaten Brebes, pemerintah kabupaten Tegal, pemerintah kabupaten Pemalang,
pemerintah kabupaten Pekalongan dan pemerintah kabupaten Batang). Ketiga bentuk
Kerjasama Antar Daerah (KAD) di wilayah provinsi Jawa Tengah tersebut terkait
dengan 2 (dua) aspek yakni : pertama, ekonomi regional berupa peningkatan investasi
guna memberikan multiplier effect bagi peningkatan kesempatan kerja, pendapatan
dan output regional; kedua, pelayanan publik dengan tujuan utama untuk peningkatan
kualitas layanan publik dalam bidang infrastruktur maupun bidang lainnya.

Kerjasama yang berbasis regional dan sektoral seperti kerjasama yang berkenaan
dengan Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) sampah, kerjasama kemitraan dalam
pengelolaan sampah di wilayah Jawa Tengah belum ada, sementara peraturan KAD
regionalisasi sampah sudah lama ada yakni Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah, terutama pasal 26 yang mengatur tentang kerjasama
antar daerah dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan kajian Ciptakarya provinsi Jawa-Tengah pada tahun 2010 terdapat

lima lokasi calon TPA regional (kabupaten dan kota Semarang. Kabupaten dan kota



Magelang, kabupaten Sukoharjo, Karanganyar dan kota Surakarta, kabupaten dan
kota Pekalongan, kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang dan kota Tegal) kelima calon
Lokasi TPA sampah regional pernah melakukan penandatanganan kesepakatan
bersama pada tahun 2013 akan tetapi sampai sekarang tidak satupun yang terwujud.
Berangkat dari persoalan di atas, maka dalam rangka mewujudkan Kerjasama
regional tempat pemrosesan akhir sampah di regional di Jawa Tengah diperlukan
kajian tentang Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah Di Jawa

Tengah(Studi Kasus Regionalisasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah).

1.2 Masalah Penelitian
Rumusan masalah dalam penelitian ini fokus pada upaya mencari jawaban atas
pertanyaan pokok berikut :
1. Bagaimanakah bangunan logika konseptual kelembagaan kerjasama antar
daerah pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional dalam

peraturan perundangan ?

2. Bagaimana konsep kelembagaan kerjasama antar daerah yang memiliki
kekuatan dasar pengembangan kerjasama Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

sampah regional di Jawa Tengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran logika konseptual
kelembagaan kerjasama antar daerah dan model pengembangankerjasama antar
daerah tempat pemrosesan akhir sampah regional di Jawa-Tengah yang kemudian
dielaborasikan ke dalam dua (2) tujuan berikut:

1. Untuk menemukan konsep dasar kelembagaan kerjasama beserta kelemahan

nya  sertafenomena sulitnya pembentukan kerjasama TPA Sampah



regionalyang berdasarkan peraturan perundangan kerjasama antar daerah
dan peraturan perundangan pengelolaan sampabh.

2. Menemukan konsep kelembagaan kerjasama antar daerah yang memiliki
kekuatan dasar pengembangan kerjasama Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

sampah regional di Jawa Tengah

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat baik manfaat
teoritis maupun mafaat praktis, keduanya di jelaskan sebagai berikut :

Manfaat teoritis : secara umum belum banyaknya bahasan tentang
konsepkelembagaan kerjasama regional (intergovernmental management dan
intergovernmental relations) di Indonesia. Topik ini mulai mengemuka pada literature
dan tulisan para pakar public managemen mulai pertengahan abad 20
(O,Toole,2004;McGuire , 2006). Secara khusus ada fenomena teoritis, yakni pertama,
pentingnya pergeseran pendekatan organisasi kerjasama antar daerah dari konsep intra
organization ke arah interorganization. Kedua, pendekatan kerjasama antar daerah
yang karena struktur hubungannya yang merupakan “relasi horisontal” dari bersifat
voluntary ke arah semangat kolaborasi yang lebih punya kekuatan dalam collective
action. Kajian tentang regionalisasi dan kerjasama antar daerah, khususnya kerjasama
tempat pemprosesan akhir sampah di Indonesia belum banyak mendapat perhatian,
sehingga diharapkan kajian ini mengisi kekurangan kajian institutional collectivity di
Indonesia.

Dalam domain praktis belum juga banyak ditemukan kejelasan kebijakan yang
dapat digunakan sebagai pedoman serta referensi praktis untuk menyelenggarakan
kerjasama dan membentuk lembaga kerjasama antar daerah tempat pemprosesan akhir

sampah.Kajian ini merunut konsistensi kebijakan kerjasama antar daerah pengelolaan



sampah. Manfaat lain diperoleh adalah dengan memberikan solusi atas permasalahan
kelembagaannya pada pengelolaan manajemen regional yang kurang mendapatkan

ruang pada sistem perencanaan pembangunan nasional.
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